Jakarta, 24 Mei 2019 

Hal :
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/SK.KPU.DPD/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 22 Mei 2019
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi 
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 
Jakarta Pusat 

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1.
Nama
: 
Jesica

Alamat Kantor
: 
Jalan Akasia Blok L-IV, Depok, Jawa Barat

NIK
:
3306 1244 03910302 
Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2019 dari Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  39/Kuasa-V/2019, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1) Malik, S.H. [NIK 1324 1354 05510607; Kartu Advokat. 20956]
2) Siti Nurjanah, S.H. [NIK 1312 1344 05510873; Kartu Advokat. 28793]
3) Inces, S.H. [NIK 1223 1344 04510072; Kartu Advokat. 33054]
4) Aliando, S.H. [NIK 1423 1334 14440667; Kartu Advokat. 38952]
kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Malik & Partners  yang beralamat di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 5, Jakarta Selatan,  nomor telepon  021-535 4490 email:
malik_partners@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ........................................................ Pemohon;
terhadap:
Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, 
selanjutnya disebut sebagai .................................................... Termohon;
Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor  01/SK.KPU.DPD/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, 22 Mei 2019, pukul 09.10 WIB, sebagai berikut:
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,  Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 

c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/SK.KPU.DPD/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 22 Mei 2019;
e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PHPU anggota DPD.
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPD adalah perseorangan peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD;
c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02/SK.KPU.DPD/V-NU/2018 tentang Penetapan Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 20 September 2018 (bukti P-2), Pemohon adalah Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Pemilu Tahun 2019 Provinsi Jawa Barat, dengan Nomor Urut 1;
d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/SK.KPU.DPD/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 22 Mei 2019;
III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN
a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh KPU;
b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PMK 3/2018, pengajuan permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh KPU;

c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/SK.KPU.DPD/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 22 Mei 2019, pukul 09.10 WIB;
d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPD ke Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 24 Mei 2019 pukul 11.30 WIB;
e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di Provinsi Jawa Barat dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon, sebagai berikut:
4.1.  Perolehan Suara Pemohon di Kabupaten Cimande
           Tabel 1 
Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon di Kabupaten Cimande
	No.
	Nama Calon Anggota DPD
	Perolehan Suara
	Selisih
	Alat Bukti

	
	
	Termohon
	Pemohon
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	  2
	Yusran 
	3201
	2931
	-(270)
	P-1 s/d P-9


· Di Kecamatan Cibuntu
Rekapitulasi perhitungan suara antara perhitungan Termohon (berdasarkan perhitungan DA1-KPU) dan Pemohon (dengan  perhitungan sendiri menggunakan data C1-KPU), terjadi pengelembungan suara calon DPD nomor urut 2 atas nama Yusran sejumlah 16 suara. (vide bukti P-1)
· Di Kecamatan Cikonde
Rekapitulasi perhitungan suara antara perhitungan Termohon (berdasarkan perhitungan DA1-KPU) dan Pemohon (dengan  perhitungan sendiri menggunakan data C1-KPU), terjadi pengelembungan suara calon DPD nomor urut 2 atas nama Yusran sejumlah 8 suara. (vide bukti P-2)

· Di Kecamatan Unagi
Rekapitulasi perhitungan suara antara perhitungan Termohon (berdasarkan perhitungan DA1-KPU) dan Pemohon (dengan  perhitungan sendiri menggunakan data C1-KPU), terjadi pengelembungan suara calon DPD nomor urut 2 atas nama Yusran sejumlah 53 suara. (vide bukti P-3)
· Di Kecamatan Cikonde Utara
Rekapitulasi perhitungan suara antara perhitungan Termohon (berdasarkan perhitungan DA1-KPU) dan Pemohon (dengan  perhitungan sendiri menggunakan data C1-KPU), terjadi pengelembungan suara calon DPD nomor urut 2 atas nama Yusran sejumlah 17 suara. (vide bukti P-4)
· Di Kecamatan Unagi Barat
Rekapitulasi perhitungan suara antara perhitungan Termohon (berdasarkan perhitungan DB1-KPU) dan Pemohon (dengan  perhitungan sendiri menggunakan data C1-KPU), terjadi pengelembungan suara calon DPD nomor urut 2 atas nama Yusran sejumlah 132 suara. (vide bukti P-5)
· Di Kecamatan Cibanteng
Rekapitulasi perhitungan suara antara perhitungan Termohon (berdasarkan perhitungan DA1-KPU) dan Pemohon (dengan  perhitungan sendiri menggunakan data C1-KPU), terjadi pengelembungan suara calon DPD nomor urut 2 atas nama Yusran sejumlah 9 suara. (vide bukti P-6)
· Di Kecamatan Sampara
Rekapitulasi perhitungan suara antara perhitungan Termohon (berdasarkan perhitungan DA1-KPU) dan Pemohon (dengan  perhitungan sendiri menggunakan data C1-KPU), terjadi pengelembungan suara calon DPD nomor urut 2 atas nama Yusran sejumlah 10 suara. (vide bukti P-7)
· Di Kecamatan Sampur
Rekapitulasi perhitungan suara antara perhitungan Termohon (berdasarkan perhitungan DA1-KPU) dan Pemohon (dengan  perhitungan sendiri menggunakan data C1-KPU), terjadi pengelembungan suara calon DPD nomor urut 2 atas nama Yusran sejumlah 15 suara. (vide bukti P-8)
· Di Kecamatan Sampara Utara
Rekapitulasi perhitungan suara antara perhitungan Termohon (berdasarkan perhitungan DA1-KPU) dan Pemohon (dengan  perhitungan sendiri menggunakan data C1-KPU), terjadi pengelembungan suara calon DPD nomor urut 2 atas nama Yusran sejumlah 10 suara. (vide bukti P-9)

Tabel 2.
Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon di Kabupaten Ciomas 
	No.
	Nama Calon Anggota DPD
	Peroleha Suara
	Selisih
	Alat Bukti

	
	
	Termohon
	Pemohon
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	2
	Yusran 
	10526
	9677
	-(849)
	P-10 s/d P-18


· Di Kecamatan Mandong
Rekapitulasi perhitungan suara antara perhitungan Termohon (berdasarkan perhitungan DA1-KPU) dan Pemohon (dengan  perhitungan sendiri menggunakan data C1-KPU), terjadi pengelembungan suara calon DPD nomor urut 2 atas nama Yusran sejumlah 113 suara. (vide bukti P-10)
· Di Kecamatan Baruga
Rekapitulasi perhitungan suara antara perhitungan Termohon (berdasarkan perhitungan DA1-KPU) dan Pemohon (dengan  perhitungan sendiri menggunakan data C1-KPU), terjadi pengelembungan suara calon DPD nomor urut 2 atas nama Yusran Ai sejumlah 15 suara. (vide bukti P-11)
· Di Kecamatan Baraga
Rekapitulasi perhitungan suara antara perhitungan Termohon (berdasarkan perhitungan DA1-KPU) dan Pemohon (dengan  perhitungan sendiri menggunakan data C1-KPU), terjadi pengelembungan suara calon DPD nomor urut 2 atas nama Drs. H. Yusran A. Silondae, M.Si sejumlah 61 suara. (vide bukti P-12)
· Di Kecamatan Cibubur
Rekapitulasi perhitungan suara antara perhitungan Termohon (berdasarkan perhitungan DA1-KPU) dan Pemohon (dengan  perhitungan sendiri menggunakan data C1-KPU), terjadi pengelembungan suara calon DPD nomor urut 2 atas nama Yusran sejumlah 18 suara. (vide bukti P-13)
· Di Kecamatan Cibubur Barat
Rekapitulasi perhitungan suara antara perhitungan Termohon (berdasarkan perhitungan DA1-KPU) dan Pemohon (dengan  perhitungan sendiri menggunakan data C1-KPU), terjadi pengelembungan suara calon DPD nomor urut 2 atas nama Yusran A sejumlah 294 suara. (vide bukti P-14)
· Di Kecamatan Puuwatu
Rekapitulasi perhitungan suara antara perhitungan Termohon (berdasarkan perhitungan DA1-KPU) dan Pemohon (dengan perhitungan sendiri menggunakan data C1-KPU), terjadi pengelembungan suara calon DPD nomor urut 2 atas nama Yusran sejumlah 45 suara. (vide bukti P-15)
· Di Kecamatan Kambangan
Rekapitulasi perhitungan suara antara perhitungan Termohon (berdasarkan perhitungan DA1-KPU) dan Pemohon (dengan perhitungan sendiri menggunakan data C1-KPU), terjadi pengelembungan suara calon DPD nomor urut 2 atas nama Yusran sejumlah 175 suara. (vide bukti P-16)
· Di Kecamatan Kadia
Rekapitulasi perhitungan suara antara perhitungan Termohon (berdasarkan perhitungan DA1-KPU) dan Pemohon (dengan perhitungan sendiri menggunakan data C1-KPU), terjadi pengelembungan suara calon DPD nomor urut 2 atas nama Yusran sejumlah 20 suara. (vide bukti P-17)
· Di Kecamatan Abeli
Rekapitulasi perhitungan suara antara perhitungan Termohon (berdasarkan perhitungan DA1-KPU) dan Pemohon (dengan perhitungan sendiri menggunakan data C1-KPU), terjadi pengelembungan suara calon DPD nomor urut 2 atas nama Yusran sejumlah 108 suara. (vide bukti P-18)

Tabel 3.
Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon di Kabupaten Kalika
	No.
	Nama Calon Anggota DPD
	Perolehan Suara
	Selisih
	Alat Bukti

	
	
	Termohon
	Pemohon
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	2
	Yusran 
	1649
	1562
	-(87)
	P-19 dan P-20


· Kecamatan Latambi
Rekapitulasi perhitungan suara antara perhitungan Termohon (berdasarkan perhitungan DA1-KPU) dan Pemohon (dengan  perhitungan sendiri menggunakan data C1-KPU), terjadi pengelembungan suara calon DPD nomor urut 2 atas nama Yusran sejumlah 43 suara. (vide bukti P-19)
· P-20 (Kecamatan Wundulako)

Rekapitulasi perhitungan suara antara perhitungan Termohon (berdasarkan perhitungan DA1-KPU) dan Pemohon (dengan  perhitungan sendiri menggunakan data C1-KPU), terjadi pengelembungan suara calon DPD nomor urut 2 atas nama Yusran sejumlah 44 suara. (vide bukti P-20)
- Bahwa perolehan suara berdasarkan Keputusan KPU Nomor 01/SK.KPU.DPD/V/2019 adalah sebagai berikut:

	No
	Nama Calon Anggota DPD
	Perolehan Suara

	1.
	Jesica
	14531

	2.
	Yusran
	15376


V. PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/SK.KPU.DPD/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, bertanggal 22 Mei 2019, pukul 09.10 WIB, 
3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 Provinsi Jawa Barat, yang benar menurut  sebagai berikut:
	No
	Nama Calon Anggota DPD
	Perolehan Suara

	1.
	Jesica
	14531

	2.
	Yusran
	14170


4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.
Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon

1. Malik, S.H. 

( ----ttd---)
2. Siti Nurjanah, S.H.
( ----ttd---)
3. Inces, S.H.

( ----ttd---)
4. Aliando, S.H.

( ----ttd---)
i
9

